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ABSTRAK 

Nama : Arif Zainzibar 

Nim 02011281823219 

Judul : “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia 

Dalam Putusan NO. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ” 

 

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah karena banyaknya perkawinan beda 

agama di Indonesia, dibuktikan dengan adanya Putusan NO. 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Menurut humas PN Surabaya, mengatakan ada beberapa 

pertimbangan yang diambil oleh hakim tunggal dalam menangani perkara ini. 

Pertama, pernikahan atau perkawinan berbeda agama tidaklah merupakan larangan 

berdasarkan UU Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya ialah Pasal 35 huruf a 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang 

pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Mengacu pada UU 

Administrasi kependudukan yang sudah ada, Pasal 35 A UU 23 Tahun 2006 yang 

diperbaiki dengan UU 24 Tahun 2013. Penetapan ini pada pokoknya adalah 

mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dispendukcapil 

Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan 

menggunakan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini 

perkawinan beda agama adalah sah berdasarkan hukum, agama dan kepercayaan 

namun, yang menjadi celah untuk melegalkan perkawinan beda agama ialah 

berdasarkan Pasal 21 UU Perkawinan, apabila perkawinan ditolak maka, para pihak 

dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan setempat. Hakim dianggap bijak 

dalam menentukan keputusan mengenai perkawinan beda agama. Jadi, perkawinan 

beda agama dianggap sah secara hukum namun tetap dikembalikan lagi kepada 

Pengadilan Negri setempat. Pencatatan perkawinan beda agama dilakukan dengan 

penetapan pengadilan, maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS) 

Kata kunci : Akibat Hukum, Analisis Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dan 

Perkawinan Beda Agama 

Palembang, April 2023 
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NIP.196511011992032001 NIP. 198204132015042003 

 

Ketua Bagian Hukum Perdata 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkawinan ialah suatu ikatan sah untuk membina rumah tangga dan 

menghasilkan regenerasi yang baru. Pada era yang semakin modern untuk 

menghasilkan keturunan tidak hanya melalui perkawinan. Dapat dilakukan 

dengan cara sewa rahim, perkawinan siri, bayi tabung dan sebagainya. 

Perkawinan adalah hal yang sakral baik secara hukum nasional Indonesia dan 

dalam hukum agama atau hukum islam, karena itulah pemerintah 

memperjelasnya dengan dibentuknya UU NO 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan selanjutnya disingkat UUP dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan 

nya, yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUP perkawinan bahwa :1 

 
“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkn 

ketuhanan Yang Maha Esa” 

Menurut Dr. Anwar Haryono SH pernikahan adalah perjanjian yang suci 

antara perempuan dan laki-laki guna untuk membentuk keluarga bahagia. 

Menurut Prof. Subekti.,SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 

 

 
 

1 Indonesia. UU Perkawinan. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN No.1 Tahun 

1974. TLN No.3019. Psl 1 Ayat 1. 
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Menyimpulkan perkawinan menurut Prof. Subekti, SH maka perkawinan 

adalah    suatu    hubungan    yang    sah     antara     laki-laki     dan 

perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.2 

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUP syarat sah perkawinan ialah 

perkawinan akan sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing, 

agamanya serta kepercayaan. Perbedaan dalam suatu rumah tangga adalah 

suatu hal yang lumrah namun, perbedaan agama dalam rumah tangga dapat 

menimbulkan suatu permasalahan. Perkawinan ialah peritistiwa hukum yang 

menghasilkan akibat hukum. Permasalahan yang timbul ialah berdasarkan 

Pasal 2 Ayat (1) UUP, yaitu penjelasan pada Pasal 2 Ayat 1 UUP sering kali 

menjadi permasalahan saat ingin melakukan perkawinan beda agama. 

Penyelundupan hukum ataupun salah satu suami atau istri akan berpindah 

agama saat ingin melakukan perkawinan beda agama. Menyikapi 

permasalahan tersebut, menurut pandangan komplikasi hukum islam (KHI) 

menurut Pasal 40 huruf ( c ) dan Pasal 44 adalah larangan tegas terhadap 

perkawinan beda agama 

Indonesia merupakan suatu Negara dengan kerohanian yang sangat 

kental dibuktikan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka 

kerohanian dengan agama memiliki ikatan yang sangat erat, namun unsur 

batin, rasa dan rohani juga sangat penting.3 Tujuan perkawinan yang ditetapkan 

 
2 Muksalmina, “Pernikahan Sirih Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, 

Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2, hlm. 1. 

3 Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, 

(Jakarta, Bina Aksara, 1987), cet 1, hlm 3. 
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dalam Pasal 1 UUP cukup sempurna karena selain dilihat dari segi lahirnya 

dilihat pula dari pertautan batin antara suami dan isteri guna untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha 

Esa.4 

Berdasarkan putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby diketahui seorang 

istri memeluk agama Islam, sedangkan seorang suami memeluk agama 

Kristen. Para pemohon mengajukan permohonan dengan dasar-dasar alasan 

antara lain merujuk pada ketentuan Pasal 21 UUP juncto Pasal 35 UU No.23 

Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai 

berikut Pasal 21 UUP pegawai pencatat perkawinan berpendapat mengenai 

ketentuan larangan tersebut ada yang disebutkan dalam UU, maka pencatat 

perkawinan dengan tegas menolakuntuk melakukan perbuatan hukum tersebut 

yaitu perkawinan. Jika, perkawinan tersebut ditolak maka para pihak dapat 

mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri di wilayah tempat 

pegawai pencatat perkawinan dan menyerahkan bukti surat penolakan. 

Merujuk pada yurisprudensi penetapan No. 421/Pdt.P/2013/PN. S ka 

tanggal 21 Agustus 2013 dan penetapan No: 3/Pdt.P/2015/PN Llg tanggal 27 

Febuari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 27 UUD 

1945 menjelaskan bahwa hak asasi manusia memperbolehkan perkawinan 

yang dilakukan sesame warga Negara meskipun berbeda agama. dan Pasal 29 

 

 

 

 
 

4 Ibid, hlm 4 
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UUD 1945 menjelaskan mengenai seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk 

memeluk agama masing-masing. 

UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan 

beda agama. Kenyataannya perkawinan beda agama seringkali terjadi di 

tengah masyarakat hal tersebut wajib di cari solusi nya supaya tidak menjadi 

dampak negative dalam kehidupan masyarakat beragama.5 Pasal 2 UUP 

menjelaskan mengenai syarat sah perkawinan yang harus sesuai menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal tersebut bertentangan 

dengan Pasal 8 (f) UUP menjelaskan menganai kedua orang yang memiliki 

hubungan didalam agamanya atau ada peraturan lain yang berlaku mengenai 

larangan kawin. Setelah dilihat dari penjelasan diatas maka, UUP sebenarnya 

mengatur mengenai perkawinan beda agama.6 

Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan apabila meminta 

penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administrasi 

Kependudukan, perkawinan dilakukan menurut agama masing-masing, dan 

melangsungkan perkawinan di luar negeri namun, pasangan yang menikah 

tetap harus melaporkan perkawinan di kantor catatan sipil Indonesia sesuai 

dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan. Pasal 2 (1) UUP menjelaskan syarat 

sah perkawinan dilakukan oleh individu memiliki satu keyakinan agama yang 

sama . Menyatakan bahwa dalam perkawinan beda agama seharusnya dipilih 

 
 

5 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 

916/Pdt.P/2022/PN. Sby, hlm. 4. 
6 Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, 

Jurnal Ar-Raniry: Fakultas Syari’ah dan Hukum,Vol.22, No.1, 2020, hlm. 5. 



5  

satu agama dari salah satu agama pasangan saja. Kantor Catatan Sipil hanya 

untuk mendaftarkan perkawinan selain agama islam, sedangkan perkawinan 

untuk agama Islam dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kompilasi Hukum Islam yang dipublikasikan oleh pemerintah di tahun 1997 

dikeluarkan untuk memenuhi permi ntaan ulama konservatif, dalam pasal 40A 

(c) disebutkan melarang seorang Muslim laki-laki menikahi non-Muslim 

perempuan dan Pasal 44 melarang perempuan Muslim dinikahi oleh laki-laki 

non-Muslim. Pasal 4 mengonfirmasi bahwa perkawinan menjadi sah apabila 

dilakukan di bawah hukum Islam seperti tertera dalam pasal 2 (1) UUP.7 

Perkawinan beda agama Berdasarkan putusan hakim pada putusan No. 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby, majelis hakim menimbang bahwasanya setelah 

memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat serta keterangan saksi hakim 

menimbang bahwa para pemohon perkawinan beda agama bersungguh untuk 

melaksanakan perkawinan secara sah. Hakim juga berpandangan pada Pasal 2 

Ayat (1) UUP dianggap tidak bisa digunakan dalam kasus ini, karena pada 

Pasal 2 Ayat (1) UUP dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila sesuai 

dengan hukum dan agama masing-masing. Sedangkan, perkawinan yang 

dilakukan pemohon adalah berbeda agama yaitu, Islam dan Kristen. 

Putusan ini bukan merupakan satu-satunya perkawinan beda agama di 

Indonesia, adapunsalah satunya kasus perkawinan beda agama yang 

melaksanakan perkawinan di Yogyakarta. Permasalahan di mulai saat suami 

 
 

7 Phill Candrawijaya, “Perkawinan Beda Agama”. Jurnal Feminis Pertama, Vol.1, 2015, 

hlm.3. 
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setempat. Benny diminta mengurusnya ke kelurahan terlebih dahulu. Setelah 

sampai di kelurahan setempat staf kelurahan kemudian meminta Benny 

mendatangi kantor wali kota, tepatnya di unit dukcapil, untuk menyelesaikan 

masalah perbedaan agama tersebut. Kantor kelurahan setempat mengaku tidak 

bisa mengeluarkan kartu tanda penduduk selanjutnya disingkat KTP. Beni 

mengaku Prosesnya panjang dan melelahkan karena bolak-balik. Akhirnya, 

Beni bertemu pejabat yang berwenangnya namun, beliau tidak memberikan 

solusi, tetapi menyuruh Beni dan istri mengecek ke departemen agama untuk 

permasalahn ini ialah salah satu pasangan untuk melakukan pindah agama.8 

istri yang berbeda agama ini berpindah rumah ke Depok. Tahun 2018 silam 
 

Beni hendak ingin mengurus kartu keluraga namun, dia ditolak oleh kecamatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

talak tiga. Benny dan Ayu mendatangi Kantor Urusan Agama dan melakukan 

apa yang diminta oleh pejabat di kantor wali kota. Namun, Kantor Urusan 

Agama menolak usulan talak tiga itu karena Benny dan Ayu memang tidak 

mau bercerai. Masalah tidak terpecahkan, pejabat dukcapil menilai solusi dari 
 

 

Masalah tidak terpecahkan, pejabat dukcapil kemudian meminta salah satu dari 

mereka pindah agama. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perlu 

melakukan analisis lebih mendalam yang disusun dalam bentuk skripsi yang 

berjudul Akibat Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam PUTUSAN NO. 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby.). 

 

8 BBC News Indonesia, “Kisah Pasangan Nikah Beda Agama Di Indonesia,”Saya Disuruh 

Talak Tiga,Atau Pindah Agama”. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60932482 . Diakses 

pada : 4 Agustus 2022. 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60932482
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